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ABSTRAK

Semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia membuat
mywdmm:yhﬁmeamgmkblhbervaimldmbnmﬂddmmdpﬁanhal
m&bhgdcngmperkcmbmgmmadadihdmniammuhalbaumg
ada seperti hadirnya Kendaraan Berbasis Aplikasi Online di Palembang yang
memudahkan masyaarakat untuk melakukan pemesanan Kendaraan melalui aplikasi
Odbwdi:mtphaukqmvpmdmdmmdmgmmmﬂwmﬂmwwm
tarif yang dikenakan terjangkau dan memiliki perlengkapan berkendara dengan baik,
Namun dengan keberadaan Kendaraan Berbasis Aplikasi Online di Palembang
menimbulkan kkmmwwmmbm&rbmhdplmm Online
(qumPWKMMMDwPan(mmndeahm
dipengaruhi beberapa faktor antara lain tekanan ekonomi dan rasa tidak ingin
bersaing. Penulisan karya ilmiah ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penganiayaan Pada Pengemudi Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online

bagaimana

hmwmﬁharmmpehhmlah&mpmgmmm
pengemudi  kendaraan roda dua berbasis aplikasi online di P . Dapat
mmmmwmmwnm
hglpehhmubagaimmdhwddmmn’llﬂud”h/dPMJ”
KWmMMW@IMPMPWMM
Pidana Penganiayaan Berat, Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Direncancikan
Terlebih Dahulu

Kata kunci : Penegakan Hukum, Faktor-Fakior Pelaku, Tindak Pidana
Penganiayaan




BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya perkembangan di Indonesia, terutama dalam bidang
teknologi informasi menjadikan internet tidak hanya berfungsi sebagai alat
komunikasi seperti mengirim surat elektronik atau email saja seperti pada awal
perkembangannya. Akan tetapi juga sudah merambah kepada interaksi yang lebih
kompleks lagi. Seperti dalam beberapa tahun ini banyak sekali bermunculan

aplikasi online layanan jasa yang beragam dan bervariasi.

Berkembangnya internet membuat banyak hal baru muncul yang
disebabkan oleh pengaruh kemajuan teknologi yang digunakan, salah satunya
adalah pembelian atau belanja barang ataupun jasa melalui internet atau yang
biasa disebut belanja secara online. Menurut istilah online memiliki arti terhubung
ke komputer atau jaringan komputer dalam hal ini jaringan internet. Sehingga
pembelian online bisa diartikan sebagai transaksi pembelian yang dilakukan
dengan menggunakan media Komputer atau Smartphone yang terhubung dengan

jaringan internet.

Melalui internet, tidak sedikit orang ataupun perusahaan membuat Bisnis

secara Online. Adapun pengertian Bisnis Online merupakan kegiatan jual beli.



barang dan jasa melalui media Internet.! Salah satu terobosan bisnis online
yang kini sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia termasuk di Palembang
saat ini adalah lahirnya Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online.

Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online merupakan sarana
transportasi yang termasuk inovasi untuk meningkatkan sarana transportasi yang
nyaman, aman, cepat dan murah. Kendaraan Roda Dua Online ini berbasis
aplikasi yaitu layanan kendaraan melalui pemesanan online. Kendaraan Roda Dua
Berbasis Aplikasi Online ini menggunakan suatu aplikasi yang memberikan
layanan pemesanan Ojek maupun Taxi secara online melalui smartphone android
dan Iphone. Aplikasi Online seperti Go-Jek, Uber, Grab dan yang lainnya dapat
dengan mudah di download lewat aplikasi yang ada di dalam smartphone tersebut.

Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online menawarkan jasa layanan
yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu Instant Courier
(pengantaran barang), Transport (jasa angkutan), Shopping (belanja), dan
Corporate (Kerjasama dengan perusahaan untuk jasa kuris) yang menekankan
keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial.

Kendaraan Roda Dua berbasis Aplikasi Online atau biasa disebut Ojek.
Dimana pengertian ojek dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda
motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang
ketempat tujuannya.? Menurut pendapat para sarjana, Ojek adalah sepeda atau

sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.®

!Admin, Dasar Hukum Usaha Pnline, https://www.suduthukum.com/2017/03/dasar-
hukum-usaha-online.html, , diakses pada tanggal 11 Febuari 2018, jam 19;57 WIB

2 J.S.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1994,
Intergraphic, Jakarta, him.48

3 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi |, Jakarta, him.38



https://www.suduthukum.com/2017/03/dasar-hukum-usaha-online.html
https://www.suduthukum.com/2017/03/dasar-hukum-usaha-online.html

Berdasarkan pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa “Sepeda
motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan
dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-
rumah.” Kendaraan roda dua atau Ojek merupakan sarana transportasi darat yang
menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang

dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online menawarkan jasa yang
memiliki beberapa keunggulan yang bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu
kecepatan, inovasi, dan dampak sosial, sehingga lebih mempermudah masyarakat
dalam melakukan pemesanan secara cepat untuk menggunakan jasa transportasi
kapanpun dan dimanapun kita berada dalam lingkup daerah yang sudah tersedia
dalam fasilitas Kendaran Roda Dua berbasis Aplikasi Online dengan cara
memesan Ojek melalui aplikasinya, dan cara pembayarannya dapat melalui
smartphone atau yang biasa disebut dengan transaksi elektronik yang
sebagaimana telah di atur dalam UUD Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 17 ayat (1) yang berisi
“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik
ataupun privat.”

Selain itu driver nya lebih bisa dipercaya karena driver Online dikelola
langsung oleh perusahaan Kendaraan Berbasis Aplikasi Online seperti Go-jek,
Uber, Grab dan yang lainnya dan pengguna fasilitas Kendaraan berbasis Aplikasi

Online itu sendiri dapat mengetahui berapa jarak yang akan ditempuh dan biaya

yang akan dikeluarkan.

“http://www.jdih.kemenkeu.go.id/full Text/2008/11 TAHUN2008UU.HTM,diakses  pada
tanggal 07 Maret 2018, pukul 23:19 WIB



http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/11TAHUN2008UU.HTM

Kelebihan lainnya yaitu disediakannya masker dan helm untuk para
penumpangnya dan biaya operasionalnya yang murah dihitung dengan per
kilometer, berbeda dengan ojek pangkalan biasa yang jarang menyediakan
kelengkapan berkendara untuk penumpangnya serta biaya operasionalnya yang
tidak tetap atau sesuai keinginan pengemudi ojek pangkalan. Dengan penawaran
menarik dari perusahaan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online tersebut,
membuat masyarakat menjadi lebih tertarik menggunakan layanan jasa Kendaraan
Roda Dua Berbasis Aplikasi Online ini dibandingkan dengan menggunakan
layanan ojek lokal yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.®
Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara
berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lapangan pekerjaan
merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan
digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak
diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar
seperti pangan, sandang, dan papan.

Namun dalam prakteknya hak tersebut tidak didapatkan oleh masyarakat
dengan baik. Salah satu yang terjadi saat ini adalah kasus Penganiayaan terhadap
pengemudi Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online yang dilakukan oleh
pengemudi ojek pangkalan yang sudah ada. Dalam melaksanakan hak atas

pekerjaan tersebut, keberadaan para pengemudi kendaraan roda dua berbasis

SAlfa Singasari, pasal 27 ayat 1 2 3 uud 1945 bunyi dan penjelasannya |,
http://www.alfasingasari.com/2017/01/pasal-27-ayat-1-2-3-uud-1945.html, diakses pada tanggal
19 Januari 2018, jam 14:15 WIB
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aplikasi online seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari para
pengemudi ojek pangkalan, salah satu perlakuan tidak menyenangkan tersebut
berupa penganiayaan.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo mengatakan
bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan
“penganiayaan” itu.® Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan
“penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),
rasa sakit, atau luka.Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan
dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang
diberikan pada tindak pidana tersebut:

Pasal 351 KUHP:’

A. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya
dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus
rupiah.

B. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

C. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah di
hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

D. Dengan penganiyaan disamakan merusak kesehatan orang dengan

sengaja.
E. Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.

Adapun Unsur-unsur Penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ialah:®

1. Unsur kesengajaan.

2. Unsur perbuatan.

® R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.

" Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhdapa Nyawa dan Tubuh,Sinar Grafika, Jakarta,
him51-52.

8Admin, Tindak Pidana Penganiayaan, http://www.suduthukum.com/2016/09/tindak-
pidana-penganiayaan.html, , diakses pada tangga; 29 Januari 2018, jam 20;09 WIB.
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3. Unsur akibat perbuatan rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan luka
tubuh, namun dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ini tidak
mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh pada akibat

yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan.

4. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku.

Diakibatkan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan
Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online, keberadaannya mendapatkan
respon Pro dan Kontra dari masyarakat, pemerintah, khususnya beberapa
pengemudi ojek pangkalan dan Angkutan Umum yang memberikan respon
negatif dan menolak keras keberadaan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi
Online karena mereka merasa bahwa dengan keberadaan jasa Aplikasi berbasis
Online ini eksistensi pekerjaan mereka menjadi tersisihkan dan tersaingi.

Contoh kasus penganiayaan terhadap Kendaraan Roda Dua Berbasis
Aplikasi Online yang terjadi di kota Palembang yakni seorang Driver Kendaraan
Roda Dua Berbasis Aplikasi Online yang merupakan seorang laki-laki bernama
Muhamad Redhoansyah berlamat di Perumahan Opi Jakabaring Palembang. Edo
diduga dikeroyok oleh pengojek pangkalan, kejadian yang dialaminya terjadi pada
hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober 2016 di jalan Srijaya Negara tepatnya depan
kampus Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang.®

Aksi penolakan terhadap keberadaan Kendaraan Roda Dua Berbasis
Aplikasi Online oleh pengemudi Ojek Pangkalan dan Angkutan Umum diatas

dilakukan dalam bentuk penganiayaan. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi

® Hasil Wawancara dengan Muhamad Redhoansyah, Di Kota Palembang, tanggal 10 Mei
2018



pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena telah
melanggar hak-hak asasi sesama manusia.

Perbuatan dari kasus di atas memenuhi rumusan yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 351 ayat (1), yang berisi
“Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau
denda paling banyak tiga ratus rupiah.”°

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul: “PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
PADA PENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA BERBASIS APLIKASI

ONLINE DI PALEMBANG”

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan
penganiayaan terhadap pengemudi kendaraan roda dua berbasis
aplikasi online di Palembang?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penganiayaan pada pengemudi kendaraan roda dua berbasis

aplikasi online di Palembang?

B. Tujuan Penelitian

10 Lihat Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pelaku tindak pidana
penganiayaan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap
pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi online di
Palembang

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana penganiayaan pada pengemudi kendaraan roda dua berbasis
aplikasi online di Palembang.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian dapat memberikan
kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum Khususnya hukum
pidana.

2. Manfaat Praktis, yaitu diharapkan dapat menambah kepustakaan
hukum pidana terutama mengenai penganiayaan terhadap
pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi online dan faktor-
faktornya.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari skripsi ini adalah para pelaku tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan secara perkelompok dan peran kepolisian
dalam tindak pidana penganiayaan, yang lebih ditekankan pada pokok
permasalahan yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penganiayaan pada pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi online
di palembang dan faktor apa saja yang membuat pelaku melakukan tindak

pidana penganiayaan tersebut.



E. Kerangka Teori

1. Teori Penyebab Kejahatan'!

a. Ketiadaan Norma

1)

2)

Emile Durkheim

Menurut Durkheim perilaku individu tidak hanya
dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga
dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi
sosial lainnya. Teori anomie Durkheim ini
dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat
individualistis ~ yang  cenderung  melepaskan
pengendalian sosial

Robert Merton

Robert Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh
karena adanya perbedaan struktur dalam masyarakat

(social structure).

b. Penyimpangan Budaya

Teori ini mamandang bahwa kejahatan timbul oleh karena

perbedaan kekuatan sosial (social forces) dimasyarakat.

Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-

nilai khas pada kelas bawah (lower class).

c. Kontrol Sosial

1 A.S Alam, Pengantar Kriminologi, Makasar: Pusaka Refleksi, 2010, him. 47



kontrol sosial memandang bahwa kejahatan itu akan
muncul ketika pengendali sosial yaitu seperangkat aturan
melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu
diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur
tingkahlaku masyarakat dan membawa kepada ketaatan
kepada aturan-aturan masyarakat.
2. Teori Penegakan Hukum
Penegakan Hukum merupakan suatu proses yang
melibatkan banyak hal.*? Penegakan hukum menurut Soerjono
Soekanto, adalah kegiatan menyerasikan hubungan nila-nilai
yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.*3

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut
Soerjono Soekanto adalah :4
1. Faktor Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan
dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun menetapkan hukum.

12 Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum ,Liberty,Yogyakarta, him.32.
13 Soerjono Soekanto.1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
PT.Raja Grafindo Indonesia Persada, Jakarta, him 5

% 1bid., him. 8.



3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan
hukum.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
F. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah
Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian ini bertolak pada data
primer atau lapangan yang didukung oleh penelitian normatif
sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data
primer.t®
2. Pendeketan Penelitian

1. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang
menggunakan data primer yang didapatkan dengan hasil

wawancara terhadap para responden.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dengan menelaah semua undang-undang

yang bersangkut paut dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani

3. Jenis dan Sumber Data

15 Amirudin,dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan I, Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada, him. 67



Data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumber pada:

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil
penelitian, berupa data yang diperoleh secara langsung.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan
menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan
dibahas dalam penelitian.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan
hukum yang ada, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer
Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti

peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
b. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai pendapat para ahli, teori-teori yang memiliki hubungan
dengan materi ini.

3) Bahan Hukum Tersier



Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum
sekunder, yang meliputi Internet, Kamus, Ensiklopedia dan Indeks

Kumulatif.

4. Metode Pengumpulan Data
Peneliti mengumpulkan data dengan metode:
a. Studi Pustaka
Untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui
bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
b. Studi Lapangan
Yang dilakukan terhadap responden penelitian dengan cara

wawancara melalui daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

5. Lokasi Penelitian
Untuk mendapatkan data penulis memilih lokasi penelitian pada

Kantor Kepolisian di Kota Palembang.

6.Analisis Data

Dengan melakukan pendekatan kualitatif yaitu data yang telah
terkumpul akan dikelola, dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan
secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban

permasalahan yang ada.
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